
PER.LINDUNGAN TERHADAP HAK.HAK
PEKERTA/BU RUH PER EMPUAN

* otefr :Qgni gvlurs:ttayanti

BAB I undang Nomor 13 Tahun 2OOl tentang

PENDAHULUAN Ketenagakeriaan Pasal 5 dan 6 yang

menyatakan bahwa :

Pada dasarnya semua manusla dllahlrkan

bebas dan sama dalam martabat dan hak - Setlap tenaga keria memlllkl kesempatan

tanpa perbedaan apapun, termruk yang sama tanpa dlskrlmlnul untuk

perbedaan berdasrkan lenls kelamln. Hal memperoleh pekerlaan;

tnl tercantum dalam Undangundang Duar

19,+5 yang menetapkan dan menlamln - Setlap pekerla/buruh berhak

persamaan kedudukan dan hak bagf segala memperoleh perlakuan yang sama tanpa

warga negara ( balk lakFlakl maupun dlskriminasi darl pengrrsaha.

perempuan ) sebagaimana dlamanatkan

dalam Pasal '27 ayat I dan 2 yang Dalam pengeftian lnl termasuk di dalamnya

berbunyi : Pekerfa/buruh perempuan. Dengan

demlkian Undang-undang Nomor l3

l. Segala warga negara bersamaan Tahun 2003 tidak

kedudukannya dl dalam hukum dan membedakan/mndiskriminaslkan perlakuan

pemerintahan dan waiib menfunlung terhadap pekerla/buruh lakFlaki maupun

hukum dan pemerintahm ltu dengan perempuan.

tidak ada kcualinya.

Hal yang sangat penting dalam kaitannya

2. Tlap-tiap warga berhak atas pekerlaan dengan pekeria/buruh perempuan dan yang

dan pengfrldupan yang layak bagl selalu meniadi fokus pembahasan adalah

kemanusiaar. "perllndungannya".

Dalam bldang ketenagakerfaan llwa darl Perllndungan bagf pekerla/buruh

Pasal 27 ayat ( I dan 2) UUD 1915 perempuan sedng kall menladl masalah

tersebut telah dllabukan dalam Undang: yang dllematls, artlnya apabila perlindunpn



Itu dlberlkan semaklmal mungfiln dan

menfadl over protectlf, maka kesempatan

kerla bagl pekerla/buruh perempuan

menladl terbatas.

BAB II

PERATURAN PER,UNDANG.

UNDANGAN

YANG MENGATU R PEKER'A/BU RUH

PEREMPUAN

Secara umum perllndungan bagl

pekerfa/buruh perempuan dl lndoneCa

telah dikukuhkan melalul ratlflkasl beberapa

konvensl, balk Konvensl PBB maupun

Konvensl ILO yaltu :

l. Konvensl P,BB

a. UN Conventlon on the Ellmlnadon

of all Foms of Dbimlnatlon

Agahst Women CEDAW

(Penghapusan Segala Bentuk

Dlskrlmlnasl terhadap Wanlta),

dlratlflkasl dengan Undangundang

Nomor 7 Tdtun 1984.

lstllah dlsklmlnal terhadaP

wanlta/percmpuan sesual dengan

Konvensl PBq berartl 'setlaP

pembedaan, pengrcllan atau

pembatasn uang dlbuat atas dasar

lenb kelamln yang memPunYal

pengaruh etau tuluen untltk

mengarangl atau mengltaPuskan

pengnkuan, penikmaan atau

penggunaan hak-hak aai manusla

dan kebebasan-kebebasan pokok dl

bldang pottttk, ekonoml, sostat,

budaya, slpll aau arypun lalnnya

oleh kaum wanla, terlepas dart

ttatus perkawlnan mereka, atat

dasar penamaan anar! prla dan

wanlta.

b, UN Conventlon on the Pottttcat

NShtt of Women (Hak hak Polltik

Kaum Wanlta), dlratlfikasl dengan

Undangundang Nomor 68 Tahun

t958;

2, Konvensl ILO

a, ILO Conventlon No. IOO

Concernlng on Equal Remuneration

for Men and Women for Work of
Egual Value (Pengupahan yang

Sama bagl Pekerfa Prla dan Wanita

untuk Pekerfaan yang Sama

Nllalnya), dlratiflkCsl dengan

Undang-undang Nomor I Tahun

1957i

b. UO Conventlon No. I t t
Concemlng Dlsilmlnailon ln Respea

of Employment and Qccupatlon

(Dlskrlmlnasl dalam Pekeriaan dar

Jabatan), dlratiflkoi dengan

Undang-undang Nomor 2l Tahun
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1999, yang mengatur antara laln

larangan setlap perbedaan,

pengecuallan atau pengutamaan atas

dasar ru, warna kullt, fenls kelamln,

agama, keyaklnan, politlk,

kebangsaat atau asal asul soslal yang

berakibat mematlkan atau

mengurangi persarTlaan kesempatan

atau perlakuan dalar: pekeriaan atau

iabatan.

Selain Konvensi PBB maupun Konvensl

ILO tersebut, maslh ada beberapa

peraturan yang berkaltan dengan

pekeria/buruh perempuan antara laln :

- Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun l98l tentang Perllndungan

Upah, yang mengatur upah yang

sama bagi pekerja/buruh perenpuan

dan laki-laki untuk pekeriaan yang

sama nilainya.

- Permenaker Nomor 3 Tahun 1989

tentang Larangan Pemutusan

Hubungan Keria bagi Pekerla Wanita

karena Menikah, Hamll dan

Melahirkan;

- Surat Edaran Menteri Tenaga Keria

No. 04 Tahun 1996 tentang

Larangan Dlskrimlnoi bagl Wanlta

dalam Peraturan Perusahaan atau

Perlanllan Kerla Bersama dan

sebagainya.

BAB III

PERLINDUNGAN BAGI

PEKERIA/BURUH PEREMPUAN

DALAM UNDANG.UNDANG NOMOR

I3 TAHUN 2@3

Pen gaturan yang menyan gfiut pekerla/buruh

perempuim dalam Undang:undang Nomor

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerlaan

leblh ditltlkberatkan kepada upek

perlindungannya. Perllndungpn lnl pada

dasarnya merupakan satah satu tahap bagl

pembentukan kuallus generasl penerus

bangsa sebagalmana yang dlclta-cltakan.

Secara garls besar dapat dlgolongkan

menfadl 3 (tlga) kategorl yaltu :

a. Kebiiakan yang berclfat protectfue,

yahu keblfakan yang dlarahkan pada

perlindungan fungsl reprodulsf sepertl

lstlrahat hald, lsttrahat melihirkan dan

gugur kandung dsb;

:

b. Kebiiakan yang berstfat conecttveyalw

kebllakan yang dlarahkan pada

penlngkatan kedudukan pekerfa/buruh

perempuan, sepertl larangan PHK pada

pekerla/buruh perempuan yang karena

menikah atar hamlldsb;
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c. Kebiiakan yang berslfat non

dlscrlmlnatlve yaltu kebUakan yang

dlarahkan pada kesetaraan hak dan

kewafiban antara pekerfa/buruh hkFlakl

dan perempuan.

Pasal-pasal yang mengatur tentang 1
perltndungan terhadap nekerla/buruh t
perempuan dalam Undang-undanS Nomor J
I 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerfaan

meliputi :

@ hilrahat haid

Pasal 8l Undang-undang Nomor 13

Tahun 2m3.

'Pek rla/bu,ruh perempuan yang dalam

masa haid meruakan saklt dan

memberltahukan kepada pengmha,

tidak waiib bekerla pada had pefteme

dan kedua pada waktu haid'.

Haid merupakan kodrat yang melekat

pada dirl perempuan. Pada perempuan

usia produhif dan dalam keadaan

normal, haid akan dlalaml oleh mereka

setiap bulannya.

Oleh karena ltu maka pekerfa/buruh

perempuan perlu mendapatkan

perlindungpn ketlka mengalaml hald.

Pual 82 Undang:undang Nomor 13

Tahun 2@3,

l) Pekefla/buruh penempuan furhak

memperoleh btlrahat sehma l,S
(satu tetengah) bulan sebelum

saatnya melahldcan anak dan lr|
(satu tetengah) bulan sesudah

melahlilcan menutut perhltungan

dokter kandungan aau bldan.

2) Pekerfa/butuh percmpuan yeng

mengalaml keguguran kandungan

berhak memperoleh btlnhat I,S
(stu setengah) bulan atau sesual

dengan keterangan doker

kandungan atau bldan.

Pual lnl menlamln wahu lstlrahat bagf

pekerla/buruh perempuan yang

melahlrkan/gugur kandungan dengan

makud untuk menlaga kesehatan dan

keselamatan lbu dan anaknya.

Hal yang leblh pentlng untuk

dlperhatlkan mengenal cutl, melahlrkan

lnl adalah bahwa selama dalam cutl

melahl*an/gugur kandungan :tersebut

mereka tldak boleh dl PHK oleh

pengusaha dan berhak mendapatkan

upah dan cutl tersebut tldak

dlpotongkan pada attl tahunan.

Ketentuan laln tentang larangan PHK

luga dlatur dalam Peraturan Menteri

.^)
I b./stiranat melahlrkan dan gugur

V kandungan
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Tenaga Kerfa Nomor 3 Tahun 1989

Pasaf 2 dlsebutkan bahwa 'pengusaha

dllarang mem'PHK pekerla/buruh

penempuan karena menlkah, hamll aau

melahlrkan balk dalam hubungan kerla

waktu tertentu maupun waktu tldak

teftentu".

dan kedua mata haldnya

sehlngga tldak dapat

melakukan pekerlaan;

b. Pekerfa/butuh melaksanakan

hak lstlrahat.

Pasal 84 Undang-undang Nomor

l3 Tahun 2Oo3.

oSetlap ' pekerla/burah yang

mengganakan hak waktu lstlrahat

berhak mendapat upah penuho,

I 
nenlndungan lam kerfa

Lc) 
r.r.tpatan menyusul anak

Pasal 83 Undangundang Nomor 13

Tahun 2003.

"Pekeria/buruh penempuan Yang

anaknya maslh menryu harus dlbed

kesempatan sepatutnya un tuk menyusul

anaknya fika hal ltu harus dllakukan

selama wak1 kerfao,

Pasal lnl bertuiuan untuk memberlkan

perlindungan untuk menfaga

pertumbuhan dan perlembangan and<.

aA, Perlindungan pengupahan

Pasal 93 ayat (2) Undang'undang

Nomor l3 Tahun 2403.

(2) Ketentuan sebagalmana dlmaksud

pada ayat (l) tldak berlaku, dan

pengusaha wafib membayar uqah

apabila :

a. Peker/a/butuh peremPuan

yang sakit pada had pertama

Pasal 76 Undang-undang Nomor 13

Tahun 2003.

(1) Pekeria/butuh perempuan yang

bentmur kurang dad 18 (dehpai

bela) ahun dllarang dlpekeflakan

antara pukul 23.00 s,d pukul

o7.@.

(2) Pensunha ' dllarang

mempekerlakan pekerfa/butuh

perempuan hintl yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagl

kesehaan dan keselamatan

kandungannya maupun dlrlnya

apabita bekefa antara pukut

23.OO s.d pukul O7.OO.
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(3) Pengnha yeng mempekerlakan

pekeria/buruh perempuan antara

pukul 23.@ s.d pukul O7.@

wajib:

a, memberlkan makanan dan

minuman berglzi dan

b. menlaga kesusilaan dan keamanan

selama dl tempat kerla,

(4) Pengusaha wajib menyedlakan

angkutan antar lemput bagl

pekerfa/butuh perempuan yang

berangkat dan pulang bekerla antara

pukul 23.00 s.d pukul 05.@.

Pasal lnl dlmalaudkan bahwa pengaturan

kerja malam bagl pekerfa/buruh perempuan

agar dapat memenuhl tugasnya sebagal isteri

dan ibu rumah tangga. lnl berarti peluang

kerfa pada malam harl bagl pekerfa/buruh

perempuan diberlkan, namun perlu

pengaturan yaltu berupa perllndungan

(pembatasan jam keria, sehlngga tldak

memberlkan pengaruh buruk bagl

kehidupan keluarga pekerla/buruh

perempuan yang bersangkutan.

Rani Mursidayanti

Pe rancang P e ratur an Perundang-undangan
Biro Huhtm dan KLN

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya ratifikasl beberapa Konvensl

ILO dan Konvensl PBB yang berkaitan

dengan perlindungn terhadap hak-hak

kaum perempuan dan berlakunya Undang-

undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakeriaan, akan leblh menfamln

pekerfa/buruh perempuan dalam

menlngkatkan perannya dl bldang

ketenagakerlaan khususnya terhadap

perllndungannya sehlngga akan dlperoteh

sumbangan besar darl kaum perempuan

terhadap keselahteraan keluarga dan

pembangunan maryarakat pada umunya

yang selama lnl belum sepenuhnya dlakul,

artl soslaldarl kehamilan dan peranan kedua

orang tua dalam keluarga dalam

membesarkan anak anak, serta menyadarl

bahwa peranan kaum perempuan datam

memperoleh keturunan hendaknya fangan

menfadl dasar dlskrlmlnasl, akan tetapl

bahwa membesarkan anak-anak

menghendaki pembagian tanggung iawab

antara prla dan wanlta dan masyard<at

secara keseluruhan. * * **

47


